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BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 03 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT ADIKTIF LAINNYA
DI KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas penerapan
sanksi pidana pengendalian minuman
beralkohol dan penyalahgunaan obat oplosan
serta zat adiktif lainnya di Kabupaten Tapin,
maka dipandang perlu melakukan penyesuaian

ketentuan pidana dengan melalui Perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman
Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan
serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam
Pengawasan  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2469);



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Psikotropika  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3671);

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang



10.

11.

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962
tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4402);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5419);



12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013
tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman
Beralkohol (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-
DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan
Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran,
dan Penjualan Minuman Beralkohol (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
493), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan
Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang
Pengendalian dan  Pengawasan  Terhadap
Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman
Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 472);



16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun
2018 tentang Perubahan Penggolongan
Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 361);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tapin Tahun 2016 Nomor 09);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman
Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan
serta Zat Adiktif lainnya di Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun

2016 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
dan

BUPATI TAPIN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
PENYALAHGUNAAN OBAT OPLOSAN SERTA ZAT
ADIKTIF LAINNYA DI KABUPATEN TAPIN.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten
Tapin Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman
Beralkohol dan Penyalahgunaan Obat Oplosan serta Zat Adiktif
lainnya di Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin

Tahun 2016 Nomor 11) diubah sebagai berikut:



Pasal 10
(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6
dan Pasal 7 ayat (1), diancam dengan pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 19 Maret 2019

BUPATI TAPIN,

ttd

M. ARIFIN ARPAN
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 19 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd
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